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PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR ¥ TAHUN 2011

TENT'ANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota
Pematangsiantar telah memberikan persetujuan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2011 sesuai Keputusan DPRD Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Persetujuan Penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2011 dan Gubernur Sumatera Utara telah melakukan
Evaluasi sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/305/KPTS/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 dan
Rancangan Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2011; '

. bahwa sesuai dengan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka

Kepala Daerah bersama Panitia Anggaran DPRD Kota Pematangsiantar telah melakukan penyempurnaan hasil evaluasi dari
Gubernur Sumatera Utara tersebut yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2011
tentang Penetapan Evaluasi APBD Kota Pematangsiantar Tahun 2011, sehingga Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun-Anggaran 2011 tidak bertentangan dengan kepentingan .umum .dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi; :

. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Tahun Anggaran 2011 dalam Satu Peraturan Daerah.
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. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah

Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092); '

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); .

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun-2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

/EDUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
' 11.Undang-Undang...



11.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan
LLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

12.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I
Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat Il Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4028);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Repubtlik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomeor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); ‘

20.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); '

21.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22 .Peraturan...
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);

Peraturan Presiden Nomor 06 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2011.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2011; :

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan
Pemerintah Kota Pematangsiantar;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar;

34.Peraturan...
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34.Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
Kota Pematangsiantar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2011;

35.Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kota Pematangsiantar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun
2011; :

36.Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota
Pematangsiantar;

37.Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota
Pematangsiantar;

38.Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar; ’

39.Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;

40. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
dan

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 'BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2011.

Pasal 1...



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp. 581.041.872.773,-
2. Belanja Daerah Rp. 606.537.633.787 .-
(Defisit) | (Rp. 25.495.761.014,-)
3. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan Rp. 28.014.177.964,-
b. Pengeluaran (Rp.  2.518.416.950.-)
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 25.495.761.014,-
Sisa lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun 2010 Rp. NITHI L
Pasal 2

(1).Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.Pendapatan Asli Daerah Rp. 43.648.351.200,-

b.Dana Perimbangan Rp. 428.443.002.065,-

c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 108.950.519.508,-
Jumlah Rp. 581.061.872.773,-

(2).Pendapatan...



(2).Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah Rp.  18.316.254.000,-
b. Retribusi Daerah Rp. 15.674.097.200,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah '

yang dipisahkan Rp. 4.000.000.000, -
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp. 5.658.000.000,-

Jumlah Rp. 43.648.351.200,-
(3).Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak Rp.  30.514.378.784,-
b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 421.513.281,-
c. Dana Alokasi Umum Rp. 352.723.110.000,-
d. Dana Alokasi Khusus Rp.  44.784.000.000,-
Jumlah Rp. 428.443.002.065,-
(4).Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Penerimanan Dari Pemerintah : Rp. 86.030.990.225,-

Yang bersumber dari : |

- Dana Penyesuaian AD HOC ' Rp. 33.000.000.000,-

- Upah Pungut PBB Rp. 436.116.225,-

- Tunjangan Profesi Guru PNSD Rp. 22.780.899.000,-

- Tambahan Penghasilan Guru PNSD Rp.  6.918.750.000,-

- Dana BOS SD/SDLB Tahun 2011 Rp. 12.881.600.000,-

- Dana BOS SMP/SMP LB/SMP/T/SATAP/2011 Rp. 10.013.625.000,-

b.Penerimaan...



b. Penerimaan Dari Provinsi : Rp. 22.919.529.283,-

Yang bersumber dari :

- Bagi Hasil PKB Rp. 4.745.167.566,-

- Bagi Hasil BBNKB Rp.  5.239.646.846,-

- Bagi Hasil ABT Rp. 175.470.305, -

- Bagi Hasil ABT/APN Rp. 62.751.266,-

- Bagi Hasil PBB-KB Rp. 9.266.019.740,-

- Bantuan Keuangan dari Provinsi ( BDB ) Rp. 3.403.520.000, -

- Tera Ulang Metrologi Pengujian Rp. ~ 26.955.560.000,-
Jumlah (a+b ) Rp. 108.950.519.508,-

Pasal 3

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari -

a. Belanja Tidak Langsung Rp. 383.493.820.111,-
b. Belanja Langsung Rp. 223.043.813.676,-
Jumlah Rp. 606.537.633.787,-

(2).Belanja Tidak Langsung...
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(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai Rp. 358.619.698.839,-
b. Belanja Bunga Rp. 400.000.000, -
c. Belanja Hibah Rp. 12.189.775.000,-
d. Belanja Bantuan Sosial Rp. 6.538.000.000, -
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Rp. 750.000.000,-
f. Belanja Tidak Terduga Rp. 4.996.346.272,-
Jumlah Rp. 383.493.820.111,-

(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai Rp. 39.917.827.124,-
b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 74.619.167.780,-
c. Belanja Modal Rp. 108.506.818.772,-
Jumlah Rp. 223.043.813.676,-

Pasal 4

(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Rp. 28.014.177.964,-
b. Pengeluaran Rp. 2.518.416.950,-
Jumlah Rp. 25.945.761.014,-

(2).Penerimaan...
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(2).Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran Sebelumnya (SILPA) Rp. 16.723.561.014,-
b. SILPA DAK Khusus Pendidikan Rp. 10.772.200.000, -
c. SILPA DPPIP T.A. 2010 Rp. 80.000.000, -
d. SILPA Penerangan Jalan Rp. 438.416.950, -
Jumlah Rp. 28.014.177.964,-

(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp.  1.000.000.000,-
b. Pembayaran Pokok Utang Rp. 1.518.416.950,-
Jumlah , Rp. 2.518.416.950,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan-dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran | Ringkasan APBD;
2. Lampiran Il Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran Il Rincian APBDmenurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan;

4.Lampiran V...



4. lLampiran IV

5. LampiranV
6. Lampiran VI
7. Lampiran VIl
8. Lampiran VIl
. 9. Lampiran IX

10. Lampiran X
11. Lampiran X|

12. Lampiran XII
13. Lampiran XIl

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Daftar Pijutang Daerah

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain ;

Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
dalam Tahun Anggaran ini;

Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota Pematangsiantar menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai

Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 7...



o’ s Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak 01 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah.

Disahkan di Pematangsiantar
pada tanggal ¥ April 2011.-

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

MAN SITORUS
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Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal ¥ April 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,

fyws

DONVER PANGGABEAN
LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2011 NOMOR : 3



